
Menteri Perencanran pembangunan 
NasionaU

Kepala Badan Perencrnaan pemb-aagunan 
)rlasional

MENITRI PERINCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI,A BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalant rangka pelaksanaan quick wins presiden dan Wakil
presiden terpilih 2014-20I9 terkait bidanS perlindungan Anak;

b. bahwa dalar rangka mewujudkan pemenuhan hak dail
perlindungan anak dari tindak kekeraJan, penelantarafl , eksploiLlsi,
clan perlakuan salah lainnya diperlukan kerjasama lintas sektor yang
melibatkan instansi baik pemerintah maupun non pefterintah;

c. b4hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diruaksud dalanr
huruf a dan b, perlu nenrbentuk Tim Koordinasi Strategis dalanr
Perma$alahan perlindungan Anak;

d. bahwa pejabat dan pe8awai yang nanlanya iercantum dalanl
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratafl uhtuk duduk dan melaksanakan fu3as seba8al anggota
Tift Koordihasi Shategis dalam permasalahan perliadu4qan Anak;

MenSingat : 1. Undang-Undang Nomor 2Z Tahvn 2Ol4 tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara lhhur Angg aran ZOti (Lembaran
Negara Reprblik lndonesia Tahun ZO14 Nonror 2Sg, Tarlrbahan
Lelnbaran N-egal.a Republik Indonesia Noftor 5S9S) sebagimana
telah diubah dengan Undans,Undang Nonor 3 Tahun 2ots
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun ZO15 Nomor 44,
Tambahan lrmbaran Negar4 Republik Indonesia Nomor 5669);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tent^ng perubahan Atas
Undang-Undang Nonlor 23 Tahun 2OO2 tentang perlindungan
Anak|,

3. Peratutan penrerintah Nonror 45 Tahul ZO13 fentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Perahrran -.

SALINAN
KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,/

Kf,PAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. IO6,/M.WN / HK / 06 / 20 1 5

ITNIANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS DAI,{M PERMASALAHAN

PERLINDUNGAN ANAK
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Peraturan prcsiden Nomor 65 Tahun ZOIS tel1tang Kementerian
Perencanaan pembangunan Nasional;

Peraturan presiden Nomor Z Tahun 2O1S tentang Oryanisasi
Kementerian Negara;

Peraturan presiden Nomor 66 Tahun
Perencanaan pembangunan Nasional

2015 tentang Badan

KeplrtLlsan presiden Nomor .36 Tahun I990 tentang Konyehsi Hak-Hak.Anak:

MEMUTUSI(AN:

7

8

I

::r1,or1l Menter.i Negara perencanaall penrbansunan
Nasional,/Kepala Badan perehcanaan pembangunan NalionalNonror pER. OOS/M.PpN,/ I O,/ZOO7 tentang Organisas i dan TataK€rja 

_ 
Kementel.ian Negara perencanaah pembangunan

Nasional/Badan perencanaan penlbahgunan Nasional sebagaimana
tclah beber.apa kali diubah, terakhir dengan p"rutr.un i4"nt""l
Petefican.'a.n pembangunan Nasior.ullKepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun ZOl4:

l:"1*"* Menteri NeSara perencanaan pembangunan
Nasional/Kepala tsadan perencanaan pembangunan Na-sional
Nomor 1 Tahun ZO12 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan,
Pelaporar, pemantauafl, dan Evaluasi Kegiatan dan An&<aran;

Menetapkall

PLRTAMA

KTDLIA

KITIGA

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PIMBANGT]NAN
NASIONAL,/KXPAI,{ BADAN PERENCANAA}I PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG Pf,MBENTUKAN Ttl,4 KOORDINASI STRATTGIS DAI,AM
PER]VIASAI-A.HAN PXRLINDUNGAN ANAK.

Membentuk'Tim Koordinasi Strategis dalam perftasalahan perlindungan
Anak untuk selanjutnya disebuf Tim Koordinasi fernu-.afaitan
Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaiftana terca[tum
dalam lampiran Keputusan ini.

Tim Kooidinasi permasalahan perlindungan Anak terdiri atas Tim
Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga pendukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahalr kebijakan, mengawasi,
membimbing, dan ftenlantalr kemajuan dan *"-U""i su"un p"ml"rlun
atas pf'Intasalahan pelaksanaan kegiatan.

l"nultsrl8 Jawab berruSas bertanSSuhg jaw^b at,.ts petaksanaan
koordinasi strategis dan memberikan laporan pelakanaan ;g". ,";;;;
berkala kepada Menteri perencana.an pembangunan Ivurion"utZfepJ
Badan Percncana.ah pembangunan Na.sional

KEEMPAT

KLLII4A



ll-

KEI,IA,{A

KtENATM

KETT.UUH

KEDILAPAN:

Tim Tekris bertugas:

a. fienjabarkar. arah kebijakan yang difetapkan Tim pe4garah;

b. memberikan arahan dan masukah
menyelaraskafl hubungan antar program;

aspek tektds kepada

Diietapkan di Jakafta
yada t^n&gal 29 Jlr.ni ZOts

MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

ANDRINOI A. CHANIAGO

c. mefiantau pelakaflaar pro3ram di tingkat nasional:
d. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tirll pengarah dan Tim

Teknis;

e. ften).usun dan menyampaikan laporan secara regulet mengenai
pelaksanaan tugasnya kepada Tim pengarah

Tenaga Pehdukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tift Teklis dalam pengumpulan data
dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh
Tim Teknis.

sf-gala bi^ya yang diperlukan rJalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi permasalahan perlindungan Anut aiU"Urntun puau.ligg*u;
Pendapatan dan Bela{ja Negara Kemehterian ppN/Bappenas iahu;
AngSaran 2015.

Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut s€jak 4Mei 2015.

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum.

- / a{^,
r.mmy suparnirfin '



SAUNAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MIIITERI PPN/KEPAI-A. BAPPENAS
NOMOR KEp. 1O6,/M.W:t / HW 06 / ZO I s
TANGGAL 29ruM 2015

SUSI]NAN KXANGCOTAAN
TIM KOORDINASI STRATf,GIS DALAA,I PERMASAIAI{AN PERLINDUNGAN ANA{

TIM PENGAXAH
Kehra

Anggota
Menteri PPN/Kepala Bappenas.
1. Depuri Bidang polifik, Hukum, peftaharar

dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan

dan Usaha Kecil Menengah;
3. Deputi Bidang perlindunSan Anak,

Kementerian pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak:

4. Deputi Bidang Tumbuh Keftbang Anak,
Kemellteriatl pemberdayaan pere[rpuafl dan
Perlindungan Anak.

Deputi Bidang Sumber Daya Manu-sia dan
Kebudayaan, Kementerian ppN/Bappenas.

C TIM TEIG{IS

Ketua

Sekr€taris

AnSLoLl

Direktur Kependudukan, pemberclayaan
Pereftpua , dan peflindungan Arak,
Kenlenterian ppN/Bappenas.

Kasubdit perlindungan Anak, Kementerian
PPN/Bappenas.
l. Asdep Perlindungan Kekerasan Terhadap

Anak, Kemeilterian pemberdayaan

Perempuan, dan pcrlindungan Anak;
2. Asdep pergenbanga( Kabupaten/Kota

layak Anak, Kementerian pemberdayaan
Perempuan, dalr perlindungar.r Anak;

3. Asdep Penanganan Anak Berkebufuhan
Khusus (ABK), Kementeri4n pemberdayaan

Pcrempuan. dan perlindungan Anak;
4. Asdep Peaan8nnafl Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH), Kementerian
Peftberdayaan perempuan, dart
Perlirldurgan Anak;

5. Asdep Pemenuhan Hak Sipil Anak,
Kementerian pemberdayaan peremptBn,
dan Per.lindunSan Anak;

6. Asdep ...

B. PENANGGUNGJAWAB
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6. Asdep penanganan Masalah Sosial Anak,
Kementerian pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan Anak;

7- Asdep pemenuhan Hak pendidikan Anak.
Kemerterian pefiberdayaan pererhpuan,
dan perlindungan Anak;

8. Asdep pemenuhan Hak Kesehafan Analq
Kementerian pemberdayaan pererupuan,
dan perlindungan Anak;

9. Asdep partisipasi Anak, Kementeriah
Pemberdayaan perempuan, 

da\r
Perlindungan Anak;

10. AMep Lingkuryan dan pehanaman Nilai-
Nilai Luhur, Kemerterian pemberdavaan
Perempuan. dan perlindungan Anak;

11. Kepala Biro perencanaall, Kementerian
Pemberdayaan pereftpuan, dan
Perlindungan Anak;

12. Kepala Biro perencanaan dan Keriasama
Luar Negeri. Kementerian pendidikan dan
Kebudayaan;

13. Kepala Biro perencanaan dan An&garan,
Keruenterian Kesehatan;

14. Kepala Biro perencanaan, I(ementerian
Hukum dan HAM;

I5. Direktur perlindungan dan Kesejahteraan
Masyarakat, Kemerterian ppN,/Bappenas;

16. Direkhrr Hukum dan ILdlVl, Kementerian
PPN/Bappenas;

17. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kenrcnterian ppN/Bappena_s;

18.Direktur pendidikan, Kementerian
PPN/ Bappenas;

19. lr. Destri Handayani, ME;
20. Ahrud Taufik, S.Koln, MAp;
21. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
22. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
23. Indah Erniawati, S.Sos;
24. Ainr Harisani, SE;
25. lcha Puspitasari. S.Si.

D. TENAGA ...
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D. TENAGA PENDUKUNG 1. EdiBudi Ufoho;
2. Salamun.

ftd.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAI{ PEMBANGUNAN NASIONAL,

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro HHkrrm,

/'il!.l
Emmy Suparmi{un


